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. ALU Pemermtah Kota (Pe ot) Palu menganggarkan Rp8 mxhar untuk' ]
. Penerangan Jalan Umum (PJU) di tahun ini. Namun alokasi itu, hanya sampai
pada Agustus mendatang. Nilai tersebut, tentunya masih sangat minim. Untuk
memenuhi kewajibannya, Pemkot akan mengajukan alokasi pembayaran

tagihan listrik PJU, pada ABT mendatang.
Menurut Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Kota Palu, Suhirman SE, idealnya kebutuhan anggaran PJU per bulannya

//“ Baca PEMKOT Hal 11
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mencapai Rp1 miliar.

“Nilai anggaran yang-ada
masih sangat kurang. Takutnya
kalau anggaran yang
disediakan Pemkot kurang,
PLN akan mematikan aliran
listrik ke titik-titik PJU,”
ujarnya.

Anggaran Rp8 mlhar yang
disediakan Pemkot kata dia,
untuk memenuhi pembayaran
PJU yang dilakukan, baik
secara taksasi = atau
menggunakan meteran. Dan di

Kota Palu pembayaran PJU

dominan dilakukan secara
taksasi atau membayarkan
beban sesuai dengan lama
pemakaian listrik atau lamanya
lampu menyala sesuai dengan
kesepakatan bersama oleh
pemerintah dan PLN.

“Kalau ada penambahan
‘mata lampu lagi di luar
kesepakatan taksasi yang ada,
maka Pemkot akan menambah
biaya yang disetor ke PLN,”
sebutnya.

Sistem taksasi kata
Suhirman, dapat memberi
jaminan PJU akan aman.

Artinya  jika terjadi
pemadaman tidak sesuai
kesepakatan yang ditentukan,
maka itu adalah tanggung
jawab PLN sebagai
perusahaan penyedia listrik.
“Yang jelas Pemkot sudah
melaksanakan tanggung
jawabnya untuk membayar.
Kalau ada pemadaman, itu
teknisnya ke PLN. Jadi bukan
karena  Pemkot tidak
membayar,” kata Suhirman.
Dengan alokasi Rp 8 miliar
dari APBD Kota Palu tahun
anggaran 2012 ini, Pemkot
masih membutuhkan alokasi
sebesar kurang lebih Rp 4
miliar untuk membayar PJU di
sisa bulan berikutnya.
Realisasi kebutuhan PJU di
seluruh wilayah Kota Palu
secara umum, berdasarkan
hasil kajian yang dilakukan
Pemkot Palu, dibutuhkan
anggaran sebesar Rp12 miliar
lebih. Nilai ini ~sedikit
mengalami kenaikan dari
tahun sebelumnya.

Namun, meski minim
anggaran pemkot akan terus
berupaya memenuhi

permintaan warga terhadap
kebutuhan sarana penerangan.
Khususnya di  lokasi
perumahan yang baru

terbangun.

“Permohonan penyediaan
fasilitas PJU dapat dilakukan
oleh pihak developer atau
masyarakat setempat melalui
aparat kelurahan. Pemkot akan
berupaya  menyediakan
fasilitas PJU selama lokasi
bangunan itu telah memenuhi
semua izin yang ditetapkan,”
urainya.

Jika PJU Pemkot Palu dalam
APBD ditetapkan sebesar Rp8
miliar, maka untuk sektor
penerimaan pajak daerah,
Pemkot juga menerima PAD
dari setoran pajak PLN sebagai
wajib pajak yang rata-rata per
bulannya mencapal Rpl
miliar.

“Pajak Penerangan Jalan
(PPJ) yang tertera dalam
rekening listrik konsumen,
setorannya masuk ke kas
daerah. Sifatnya pajak tidak
langsung, maka PLN sebagai
wajib pajak membebaninya
kepada pelanggan yang
ditotalkan dengan penjualan
jasa oleh PLN,” tutur
Suhirman. '

Sedang terkait titik-titik
prioritas PJU, kata Suhirman
kewenangan menentukan titik
PJU adalah Dinas Kebersihan
dan Pertamanan. (ima)










